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ABSTRAK

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah
memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui metode e-
procurement. Dibalik berbagai kelebihan pengadaan barang dan jasa pemerintah
melalui metode e-procurement, ditemukan berbagai macam bentuk praktik
persekongkolan, terutama dalam proyek tender penyediaan jasa konstruksi. Dalam
Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dilarang secara tegas seluruh bentuk
persekongkolan atau konspirasi usaha, bukan hanya karena melanggar prinsip-
prinsip persaingan usaha, melainkan juga merugikan keuangan negara karena
sebagian atau seluruh pekerjaan konstruksi berasal dari anggaran negara. Adapun
permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini yaitu bagaimana bentuk modus
penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi melalui
metode e-procurement dan bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara dari
modus penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi
melalui metode e-procurement. Metode penelitian yang digunakan dalam karya
tulis ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis menemukan setidaknya
ada 3 jenis penyimpangan persekongkolan tender yaitu horizontal, vertikal, dan
kombinasi, serta pemulihan kerugian keuangan negara berupa pengenaan sanksi
denda adminstratif melalui putusan majelis KPPU.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Jasa Konstruksi, Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara, metode e-procurement.
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ABSTRACT

To accelerate the procurement process of goods and services, the government
utilizes internet-based information technology through the e-procurement method.
Despite the various advantages of government procurement through the e-
procurement method, numerous forms of collusion practices have been identified,
particularly in tender projects for construction services. Law No. 5 of 1999
explicitly prohibits all forms of collusion or business conspiracy, not only because
they violate the principles of fair business competition but also because they harm
state finances, as part or all of the construction work is funded by the state
budget. This study raises two main issues: what are the forms of collusion
practices in tenders for construction services through the e-procurement method,
and how can financial losses to the state caused by these collusion practices be
recovered? This study employs normative legal research methods, using a
statutory and conceptual approach. The author identifies at least three types of
collusion in tenders: horizontal, vertical, and combined collusion. The recovery of
state financial losses is carried out through the imposition of administrative fines
as stipulated in the decisions of the KPPU panel.

Keywords: Tender Collusion, Construction Services, Recovery of State Financial
Losses, e-Procurement Method.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan infrstruktur
yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat merupakan
salah satu dampak kedinamisan pelaksanaan otonomi daerah. Penyediaan
infrasruktur menjadi misi penting pemerintah untuk mempercepat pembangunan
nasional dan pergerakkan ekonomi karena siklus kegiatan ekonomi akan berjalan
teratur apabila infrastruktur yang tersedia memadai dari segi kualitas maupun
kuantitas.! Konsep desentralisasi yang memberi kesempatan kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya belum
terjalan sepenuhnya, terutama dalam kaitanya dengan praktik pengelolaan fiskal
daerah.? Pendapatan Daerah (PD) yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD),
transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pendapatan lainnya dinilai belum
cukup untuk mendanai program pembangunan nasional yang dirancang oleh

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 1.1 Postur APBD Nasional Tahun 2020-2024

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Transfer ke Daerah dan Desa
Daerah
2020 328.418,72 M 815.561,95 M
2022 330.901,06 M 738.175,80 M

! Muhammad Fakhrur Rodzi. 2023. Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan
Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Masyarakat Dan Desa, Vol. 3, No. 2, him 152.

2 Firmansyah, A. 2024. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Belanja
Modal, Tingkat Ketergantungan dan Ukuran Daerah. Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara
Indonesia, Vol. 6, No. 1, hlm 2.

3 [bid., him. 3.




2024 381.893,26 M 860.781,08 M

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Daerah DJPK Kemenkeu

Data APBD murni yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) dalam 5 (lima) tahun
terakhir menunjukkan bahwa estimasi pendapatan asli daerah selalu lebih kecil
dibandingkan pendapatan transfer pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa
belum tercapainya kemerdekaan fiskal di sebagian besar provinsi di Indonesia
sehingga pemerintah daerah menuntut transfer dari pemerintah pusat untuk
membiayai besaran belanja daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang berbunyi:

“Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan
merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan
kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.”

Penafsiran atas pasal ini cenderung menimbulkan sifat ketergantungan pemerintah
daerah terhadap pemerintah pusat, serta ketidakharmonisan pengelolaan fiskal
antar pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah itu sendiri sehingga
dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap alokasi sumber daya nasional.
Pengaturan tentang transfer ke daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, yang pada intinya untuk mencegah terjadinya
ketidakharmonisasi pengelolaan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah maupun

antar daerah, TKD akan diberikan berdasarkan aspek pengalokasian dan aspek



penggunaan. Aspek pengalokasian menganut prinsip pengalokasi fiskal
berdasarkan realisasi penerimaan anggaran yang dibagihasilkan satu tahun
sebelumnya dan memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan
negara. Sedangkan aspek penggunaan menganut prinsip pengalokasian anggaran
yang lebih tepat, transparan dan akuntabel dengan memasukkan dana transfer
yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya, yaitu Dana Otonomi Khusus
Aceh, Papua, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan Dana Desa. Bahkan pemerintah pusat juga dapat memberikan
insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada daerah yang
berhasil ~menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan
pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Penyediaan infrastruktur publik menjadi aset vital sebuah negara karena
keberadaannya sebagai barang-barang modal yang terbentuk dari investasi
pemerintah untuk mendukung keperluan masyarakat.* Untuk mendukung misi
tersebut pemerintah menganggarkan sebagian dana APBN untuk penugasan
percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Meskipun dibalik misi tersebut,

penambahan utang negara yang terus meningkat.

4 Eddy Cahyono Sugiarto, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju
https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan-
pembangunan_infrastruktur dan_indonesia_maju (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024)



Gambar 1. 1 Posisi Utang Pemerintah (Rp Triliun)
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Utang pemerintah yang terus meningkat sebagaimana tercantum dalam grafik
(gambar 1.1) menunjukkan bahwa anggaran pendapatan negara belum dapat
menutupi belanja negara yang masif. Umumnya hal ini disebabkan karena
pemerintah ingin mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar
Indonesia dapat menjadi negara maju di tahun 2045.

Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
bonus demografi menjadi batu loncatan untuk mengubah status Indonesia dari
negara berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, dalam rangka
mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan penarikan utang untuk mendanai
pembangunan infrastrukutur selama 2 (dua) periode pemerintahan Jokowi. Tak
hanya itu saja, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga diupayakan
untuk mengefisiensikan sistem logistik nasional agar Indonesia dapat berdaya
saing nasional dan melakukan transformasi ekonomi.’

Posisi utang pemerintah memiliki nilai positif dan juga negatif. Satu sisi,

pemanfaatan utang pemerintah dapat dialokasikan untuk menyokong program

5 Pratiwi, D W; Siregar, M A T; Liana, D; Fitri, H; Panjaitan J Y. (2023), Kumpulan
Analisis  Siklus Pembahasan Nota Keuangan Dan RAPBN 2024: Mitra Komisi XI
https://pa3kn.dpr.go.id/produk/index-analisis-apbn/page/2 (Diakses pada tanggal 11 Agustus
2024)



pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah
yang berpotensi menjadi pusat kegiatan perekonomian negara seperti daerah yang
kaya akan sumber daya alam dan pusat pariwisata negara. Nantinya keuntungan
yang diperoleh dari hasil pengelolaan wilayah-wilayah tersebut dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah pusat dapat
mengurangi anggaran transfer ke daerah dan menutupi kembali utang negara yang
sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain juga,
utang pemerintah menjadi bumerang apabila pembangunan yang telah terjadi atau
sedang direncakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyediaan infrastruktur menjadi lahan basah bagi sejumlah oknum untuk
mencari keuntungan pribadi dan keterbatasan sumber daya yang dapat mengelola
infrastruktur juga menjadi tantangan besar dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional sehingga setiap uang yang dibelanjakan tidak
menghasilkan keuntungan untuk negara dan masyarakat. Oleh karena itu, semakin
tinggi posisi utang pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat
kesejahteraan masyarakat.®

Belakangan ini, tantangan terbesar penyediaan infrastruktur di Indonesia
ialah belum meratanya infrastruktur di berbagai bagian-bagian wilayah Indonesia
akibat tingginya kebutuhan akan infrastruktur dan ketersebatasan sumber daya
yang ada. Penyediaan infrastruktur di Indonesia bersifat Jawa Sentris atau dengan
kata lain hanya berpusat pada wilayah Jawa dan Indonesia bagian barat saja. Hal

ini menimbulkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat untuk masyarakat

® Nurhajati, N. 2018. Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten
Tulungagung). Publiciana, Vol. 11, No. 1, hlm 2-3.



yang berasal dari luar pulau Jawa.” APBN/APBD yang dianggarkan untuk
penyediaan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat
di wilayah tertentu saja tetapi dampaknya harus dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat di seluruh bagian Indonesia. Berdasarkan data Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa
APBN terbatas untuk membiayai penyediaan infrastruktur yang besar dan
semakin beragam karena adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus
dipenuhi.

Pemerintah harus mencari strategi pendanaan untuk menjawab tantangan
akan penyediaan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan pengerahan dana
APBN. Alternatif solusi yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjawab
permasalahan ini ialah dengan mencari sumber pembiayaan infrastruktur non-
konvensional. Penyediaan infrastruktur dengan metode pembiayaan non-
konvensional berarti sumber anggaran pembiayaan diperoleh dari pendanaan non-
pemerintah. Pendanaan non-pemerintah diperoleh dari badan usaha (Swasta &
BUMN/BUMD), masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun
sumber dari kegiatan sukarelawanan (filantropi).®

Pendanaan Non-Pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik
dan pelayanan sosial yang dirancang dengan model kerjasama antar pemerintah
dan non-pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur atau kerap juga

disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU ditargetkan

7 Muhammad Fakhrur Rodzi. Op. Cit., him. 155-156.

8 Artiningsih, A; Putri, N C; Muktiali, M; Ma’rif, S. 2019. Skema Pembiayaan
Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional di Kota Semarang. Jurnal Riptek. Vol. 13, No. 2,
hlm 92-93.



untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur yang berkualitas,
efektif, dan tepat sasaran, serta mendorong badan usaha untuk melaksanakan
prinsip usaha secara sehat melalui keikutsertaan dalam penyediaan infrastruktur.
Hubungan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha ini dilandaskan pada
peraturan perundang-undangan dan berbagai perjanjian komprehensif dalam
jangka wantu yang ditentukan bersama. Hubungan kerjasama ini disebut juga
sebagai hubungan hukum karena telah diberi kualifikasi oleh hukum sebagai
ikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukannya.” Pembagian
alokasi risiko dalam bentuk hak dan kewajiban menjadi dasar perjanjian
kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Dalam pelaksanaan KPBU pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK) dapat diwakilkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah atau Badan Usaha Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD). Sedangkan badan usaha pelaksana KPBU merupakan perseroan
terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
Dari sisi pemerintah, skema KPBU sangat menguntungkan dalam segi
pengelolaan biaya dan pembagian alokasi risiko untuk proyek kerja sama.
Sementara dari sisi badan usaha, fleksibilitas dalam pengembangan strategi
pengelolaan dan pengelolaan tenaga kerja menjadi keuntungan yang mendorong
efisiensi pengelolaan proyek.!°

Seluruh proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha

pelaksana dilakukan oleh panitia pengadaan yang dibentuk langsung oleh PJPK

® Saut P, Panjaitan. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Erlangga.. Him. 110.
0Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai
Permasalahannya, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika. Him. 6-7.



dengan tujuan untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk
melaksanakan proyek KPBU. Pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan
setelah ada konfirmasi kesiapan proyek KPBU dengan memperhatikan dokumen
yang dihasilkan dalam tahap penyiapan KPBU. Tahap pemilihan badan usaha
pelaksana untuk tergabung dalam proyek KPBU dilakukan melalui pelelangan
atau penunjukan langsung.!! Metode pelelangan dilaksanakan dengan
mengikutsertakan ~ sebanyak-bayaknya peserta melalui undangan atau
pengumuman secara luas. Sedangkan metode penunjukan langsung dilaksanakan
dengan negosiasi antara pemerintah dan 1 (satu) peserta yang telah ditetapkan

sebelumnya.!?

Penyediaan infrastruktur melalui KPBU dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu Perencanaan KPBU, Penyiapan KPBU, Transaksi KPBU,
dan Simpul KPBU yang mana dalam setiap tahapan tersebut terdiri dari berbagai
kepentingan, baik kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang kerap disebut
sebagai persekongkolan.

Sebelum tahun 2003, proses pengadaan badan usaha pelaksana dilakukan
melalui sistem manual dengan mengandalkan proses tatap muka (face to face)
untuk setiap proses pelelangan, mulai dari tahap pengumuman pelelangan sampai
dengan penandatanganan kontrak antara pemerintah dan badan usaha pelaksana.!3
Meskipun telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, sistem

pengadaan barang dan jasa pemerintah secara manual dianggap belum dapat

menciptakan keterbukaan dan prinsip persaingan yang sehat dalam proses

! Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Jasa Infrastruktur, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, LN. No. 62, Ps.
38

12 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 29.

13 Ibid., him. 19.



pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. '* Seluruh
proses pengadaan yang menggunakan sistem manual dinilai tidak efisien dari segi
waktu dan biaya dibandingkan pelelangan secara elektronik.

Dalam proses pelelangan manual, dokumen penawaran yang diminta oleh
Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus diserahkan dalam bentuk cetak (hardcopy),
sedangkan dalam proses pelalangan elektronik dokumen penawaran tersebut dapat
diserahkan dalam bentuk elektronik (soficopy).’’ Tak hanya itu, seluruh informasi
yang berkaitan dengan proses pelelangan manual juga diberitahukan melalui e-
mail masing-masing calon penyedia. Kendala yang sering terjadi, banyak calon
penyedia yang keberatan karena kurangnya transparansi dalam pemberian
informasi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Sementara itu,
pelelangan elektronik yang memusatkan informasi pada portal Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lebih memudahkan calon penyedia karena

seluruh informasi terpadu dalam satu aplikasi.!'®

Tabel 1.2 Tahap-Tahap Pelelangan Manual dan Pelelangan Elektronik

No Tahap-Tahap Lelang Manual Tahap-Tahap Lelang Elektronik
1. Pengumuman Pelelangan Pengumuman Pelelangan
2. Pendaftaran Pendaftaran dan  Pengambilan
Dokumen Lelang
3. Pengambilan Dokumen Lelang Pemberian Penjelasan
4. Penjelasan Pemasukan Dokumen
YIbid., hlm. 11.

15 Vita Mayasari. 2019. Perbandingan Pelelangan Berbasis Sistem Manual Dengan Sistem
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jurnal Konstruksia, Vol. 11, No. 1, hlm 86-87.

16 Ibid., him. 80.
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5. Pengumuman Berita Acara Pembukaan Penawaran

6. Pemasukan Penawaran Evaluasi Penawaran

7. Pembukaan Penawaran Evaluasi Kualifikasi

8. Evaluasi Penawaran dan | Pembuktian Kualifikasi
Kualifikasi

9. Penetapan Pemenang Pembuatan Berita Acara

10. Pengumuman Pemenang Penetapan Pemenang

11. Masa Sanggah Pengumuman Pemenang

12. Penunjukan Pemenang Sanggahan

13. Tanda Tangan Kontrak Tanda Tangan Kontrak

Sumber : Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Presiden melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
(LKPP) menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang memfasilitasi
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau sering
disebut e-procurement. E-procurement sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
ayat (37) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut :

“Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi

dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.’

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan metode e-procurement
mengupayakan percepatan proses pengadaan dan penyerapan anggaran dengan

memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Metode e-procurement
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terbagi menjadi berbagai bentuk dan model, tergantung kepada kebutuhan dan
skala proyek yang dibutuhkan. Biasanya dalam jasa konstruksi, bentuk e-
procurement yang kerap digunakan ialah e-tendering, e-catalogue, dan e-
purchasing. Melalui metode e-procurement APBN/APBD yang dianggarkan
untuk membiayai seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
diharapkan dapat memenuhi prinsip value for money (VFM), yaitu menghasilkan
barang/jasa yang terjangkau dan berkualias serta dapat dipertanggungjawabkan
dari setiap uang yang dibelanjakan.!”

Dibalik berbagai kelebihan pelelangan dengan metode elektronik, di sisi
lain secara langsung telah melahirkan berbagai macam bentuk perbuatan melawan
hukum yang harus diantisipasi, salah satunya praktik persekongkolan atau
konspirasi usaha. Praktik persekongkolan yang melibatkan kolaborasi antara
pemerintah dan badan usaha atau antar badan usaha yang sama-sama melakukan
perbuatan melawan hukum maupun pelanggaran administrasi untuk mencari
keuntungan dari seluruh aktivitas proyek KPBU. Berdasarkan data Indonesia
Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 — 2019, telah terjadi sebanyak 40%-
64% kasus kecurangan ataupun korupsi terkait dengan pengadaan barang dan
jasa.!8

Adapun modus-modus kecurangan yang sering terjadi seperti tidak adanya

aktivitas proyek dilapangan sampai tahun anggaran berakhir, penggelembungan

17 Prasetyo, A; Dewi, R R; Masitoh, E. 2022. Analisis Kinerja Berdasarkan Konsep Value
For Money Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Penumping Kota Surakarta.
Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol. 11, No. 2, hlm. 22.

% Indonesia Corruption Watch. (2021), Satu Dekade Pengadaan Barang/Jasa di
Indonesia: Analisis Tender 2011-2020 & Pemanfaatan Opentender.net oleh Publik
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW-Riset OpenTender-2011-2020.pdf
Diakses pada tanggal 14 Agustus 2024)
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anggaran (Mark Up) untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PJPK,
pelanggaran administrasi berupa perubahan proyek tahun tunggal yang diubah
menjadi tahun jamak, dan praktik korupsi serta kolusi lainnya.!” Larangan
persekongkolan dalam tender diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999,
yang pada intinya dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa
persekongkolan tidak hanya mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
saja, tetapi sektor swasta yang juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam
proses tender juga termasuk dalam persekongkolan.?

Dengan memperhatikan berbagai modus penyimpangan yang terjadi dalam
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam proyek KPBU melalui
metode e-procurement, dan bagaimana Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
dari kasus Persekongkolan Tender menarik untuk dianalisa melalui sebuah karya
tulis ilmiah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penyimpangan dan Pemulihan
Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Persekongkolan Tender (Bid-

Rigging) Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode E-Procurement”.

B. Rumusan Masalah

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan hal yang melatarbelakangi
penulis mengambil judul penelitian ini. Dan demi menghindari penelitian yang
menyimpang dari objek penelitian, maka penulis merincikan rumusan

permasalahan sebagai berikut:

19 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 180.
20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, LN. No. 33, TLN. No. 3817, Ps. 22.
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Bagaimana Bentuk-Bentuk Modus Penyimpangan Persekongkolan Tender
(Bid-Rigging) Dalam Penyediaan Jasa Konstruksi Melalui Metode E-
Procurement ?

Bagaimana Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dari Modus
Penyimpangan Persekongkolan Tender (Bid-Rigging) Dalam Penyediaan Jasa

Konstruksi Melalui Metode E-Procurement ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan permasalahan yang dipaparkan pada bagian
sebelumnya, maka penulis merincikan tujuan daripada penilitian ini ialah
untuk:

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk modus penyimpangan
persekongkolan tender (bid-rigging) dalam penyediaan jasa konstruksi
melalui metode e-procurement.

2. Untuk memahami dan menganalisis solusi pemulihan kerugian keuangan
negara dari modus penyimpangan persekongkolan tender (bid-rigging)

dalam penyediaan jasa konstruksi melalui metode e-procurement.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis
dan praktis, yakni :

1. Secara Teoritis bermanfaat untuk :
a) Pengembangan ilmu hukum administrasi negara terkait dengan

Hukum Pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Hukum
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Persaingan Usaha melalui metode Kerjasama Pemerintah dan
badan Usaha;
b) Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terkait
dengan isu hukum serupa;
c) Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi semua para
akademisi hukum,;
d) Membantu penulis untuk menjawab permasalah hukum yang
dikaji.
Secara Praktis dapat dimanfaatkan oleh seluruh praktisi hukum yang
terlibat dan berkepentingan dalam menindak suatu peristiwa
pelanggaran administrasi dalam kasus persekongkolan tender
pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :
a) Pemerintah
Penelitian ini sebagai bahan rujukan pemerintah untuk merevisi
dan membuat aturan hukum baru yang berkaitan dengan kerugian
keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta
dapat mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
telah ada sebelumnya;
b) Lembaga Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Penelitian ini sebagai pedoman Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) untuk memeriksa dan mengungkap adanya kegiatan
persekongkolan dalam persaingan usaha yang berdampak nyata

menimbulkan kerugian keuangan negara.
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c) Pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa
Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan untuk pelaku usaha

yang bergerak di bidang usaha agar terus menjunjung prinsip-prinsip

pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta dapat menjadi pihak yang

mengawasi tingkah laku atau perbuatanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berjudul Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam
Kasus Persekongkolan Tender (Bid-Rigging) Penyediaan Jasa Konstruksi
Melalui Metode E-Procurement. Pelanggaran Administrasi yang terjadi
selama proses pengadaan badan usaha pelaksana dalam Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU) mengakibatkan kegiatan pembangunan yang
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Daerah
(APBN/APBD) dikeluarkan bukan untuk kepentingan umum. Persekongkolan
tender yang dilakukan oleh panitia penyelenggara dan badan usaha calon
penyedia, ataupun antar sesama badan usaha calon penyedia merupakan salah
satu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Penerapan metode e-procurement
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi instrumen yang tepat
untuk pengembangan Good Governance dan Pencegahan Praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme di sektor pemerintah ataupun badan usaha.

Demi terlaksananya penelitian yang pararel dengan perumusan
masalah, maka penulis membatasi pokok pembahasan yang diteliti dalam satu
lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian ini ialah Pengaturan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18
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Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan solusi pemulihan kerugian keuangan

negara melalui instrumen Hukum Administrasi.

F. Kerangka Teori

Dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis
memanfaatkan beberapa teori dalam studi ilmu hukum yang akan membantu

penulis untuk menguraikan permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya:

1. Teori Hukum Pembangunan

Sebuah karya pemikiran abstrak para pakar hukum yang bersifat
teoritis dan ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum di masa yang
akan datang disebut sebagai teori hukum.?! Objek kajian teori hukum
mencakup analisis defisini hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah
hukum, analisis konsep yuridis, hubungan antara hukum dan logika, teori
argumentasi, dan metode penemuan hukum.?? Teori hukum tidak hanya
mempertanyakan apa itu hukum, melainkan hal-hal yang lebih bersifat

fundamental seperti landasan keberlakuan hukum, kekuatan dasar

2 Isharyanto. 2019. Teori Hukum, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta:
Penerbit WR. Hlm. 21. ,
22 Ibid., hlm. 24.
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mengikatnya hukum, tujuan hukum, bagaimana hukum dapat menegakkan
keadilan, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum.?

Menurut Bruggink, teori hukum merupakan sebuah proses dari
keterkaitan antara aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang
kemudian dipositifkan menjadi sebuah produk.** Berdasarkan uraian
diatas, dapat disimpulkan bahwa teori hukum menjadi suatu sistem yang
menggambarkan pandangan mengenai pernyataan hukum (legal statement)
yang menjelaskan hakikat dan gejala hukum untuk menjawab suatu
permasalahan hukum tertentu.

Berbagai teori-teori hukum telah dikemukakan oleh pakar-pakar
hukum dan yang paling mengundang atensi masyarakat Indonesia ialah
Teori Hukum Pembangunan. Teori Hukum Pembangunan pertama kali
dikemukakan oleh seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran, Mochtar Kusuma-atmadja. Bermula dari kekhawatirannya
terhadap peranan hukum untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pemikiran masyarakat yang semakin hari semakin menuju ke arah hukum
modern menimbulkan kelesuan (Melaise) fungsi hukum di Indonesia,
sehingga kegelisahan terhadap hukum yang tidak memberikan keadilan

bagi masyarakat semakin meningkat.?’

2 Ibid., hlm. 26.
24 Bruggink, JJ. H. 2015. Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar dalam

Teori Hukum. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

25 Nor Fadillah. 2022. Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

dalam undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Jurnal Kajian llmu Hukum. Vol. 11, No. 1, hlm.

52.
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Dalam pandangan teori hukum pembangunan, polemik
pembangunan yang dihadapi masyarakat modern ialah pembaharuan cara
berpikir baik pada penguasa maupun yang dikuasai. Menurutnya, warga
negara harus memiliki pola pikir proaktif yang berani untuk menuntut hak-
haknya, bukan hanya mengikuti seluruh perintah dari penguasa. Meskipun
dalam teori ini pemerintah diharuskan memiliki semangat melayani pada
kepentingan umum (sense of public service), anggota masyarakat sebagai
pihak yang dikuasai juga harus tunduk pada penguasan (the duty of civil
obedience).

Dalam bukunya Mochtar menerangkan bahwa tujuan pragmatis
dari adanya hukum ialah sebagai sarana (instrument) pembaharuan
masyarakat melalui pembangunan. Gagasan utama yang melandasi
pemikiran tersebut ialah konsep hukum yang baik ialah hukum yang hidup
dalam masyarakat. Masyarakat yang bersifat pluralistik membutuhkan
sebuah payung hukum untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan
dalam kehidupan bermasyarakat.?® Oleh karena itu, inti sari dari Teori
Hukum Pembangunan dibagi menjadi 2 (dua) dimensi, yaitu : 2’

a) Dalam kaitannya dengan pembaharuan dan pembangunan

masyarakat diperlukan adanya ketertiban dan keteraturan sebagai

suatu hal yang mutlak;

26 Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S. H.,
LL. M.,
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif analitis_teori
_hukum_pembangunan.pdf (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024).

27 Ibid. him. 5.
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b) Hukum sebagai kaidah dimanfaatkan sebagai alat pengatur atau
sarana pembangunan yang dapat menyalurkan kegiatan manusia
ke arah pembaharuan.

Pembangunan di berbagai bidang kehidupan merupakan rangkaian
penyelenggaraan tujuan negara, terutama untuk mewujudkan keadilan
sosial dan kesejahteraan umum. Dalam perspektif Administrasi Negara,
hukum tidak hanya difungsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi
pedoman hidup masyarakat semata, tetapi haruslah juga dipandang
memiliki fungsi strategis untuk memperlancar dan memfasilitasi
pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang
dimaksud. Oleh karena itu, Saut Parulian Panjaitan*® menyatakan bahwa
perkembangan Hukum Administrasi Negara yang bersifat umum ataupun
khusus dalam rangka mencapai tujuan bernegara, berorientasi pada
pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan

publik, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemajuan kepentian umum.

2. Teori Keuangan Negara

Dalam menjalankan tugasnya, negara sebagai badan hukum publik
tidak dapat terlepas dari keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya.
Keuangan negara menjadi sebuah poros dalam pembangunan suatu negara
karena eksistensinya berperan dalam menentukan kelangsungan
perekonomian di masa sekarang maupun dimasa mendatang. Definisi

mengenai keuangan negara dapat kita lihat dari sudut pandang secara luas

28 Saut P. Panjaitan. 2023. Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. Malang : Inara Publisher. Him 62.
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maupun sempit. Dari sudut pandang luas, keuangan negara diartikan
sebagai seluruh hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercantum dalam anggaran
negara. Sementara itu, dari sudut pandang sempit mencakup hak dan
kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang dan termasuk
barang milik negara yang hanya tercakup dalam anggara negara.?’

Menilik lebih lanjut dari Undang-Undang Keuangan Negara,
terdapat beberapa tinjauan mengenai keuangan negara, yaitu: 3

a) Dari sisi objek, keuangan negara mencakup seluruh hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, aktivitas dan
kebijakan fiskal ataupun moneter, kekayaan negara yang
dipisahkan, dan seluruh hal yang dapat dinilai sebagai uang atau
barang yang menjadi miliki negara sesusai dengan penunaian hak
dan kewajiban tersebut;

b) Dari sisi subjek, keuangan negara diartikan sebagai suatu objek
yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara, perusahaan daerah,
dan badan-badan negara yang memiliki kaitan dengan keuangan
negara;

c) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian

proses pengelolaan objek sebagaimana dirumuskan diatas mulai

2% Muhammad Djafar Saidi. 2014. Hukum Keuangan Negara. Cet. 4. Jakarta: Rajawali
Pers. Him. 11.
30 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
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dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban

keuangan negara;

d) Dari sisi tujuan,, keuangan negara mencakup seluruh aktivitas,
kebijakan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
kepemilikan dan penguasaan objek terhadap objek dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan negara menjadi satu bagian dari
pelaksanaan pemerintahan negara yang meliputi perencanan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban.’! Seluruh rangkaian kegiatan dan
kebijakan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh pejabat negara
yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tugas,
pokok dan fungsinya berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan
negara. Asas-asas tersebut memiliki kekuatan moral yang dapat dijadikan
pedoman bagi pejabat negara dalam mengelola keuangan negara. Undang-
undang Keuangan Negara telah merincikan beberapa asas-asas umum
pengelolaan keuangan negara, antara lain : 32

a) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil,

b) Asas profesionalitas;

c) Asas Proporsionalitas;

d) Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

e) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri.

3! Muhammad Djafar Saidi., Op. Cit. him. 21.
32 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
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Asas-asas tersebut diatas ditujukan untuk mendukung terwujudnya good
governance dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
di Indonesia. Menlalui asas-asas tersebut, manajemen keuangan negara
dapat dikelola oleh penyelenggara yang bertanggung jawab sesuai dengan

amanat dari Undang-Undang Dasar.

3. Teori Kerugian Keuangan Negara

Adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai disebut sebagai Kerugian Keuangan Negara.*
Umumnya kerugian keuangan negara disebabkan oleh pelanggaran dalam
pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan peruntukannya tidak
tepat sasaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
merupakan batasan hukum terkait dengan keuangan negara. APBN yang
sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat merincikan
seluruh rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, baik berupa
penerimaan ataupun pengeluaran negara.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kerugian keuangan
negara berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawabnya suatu pejabat
negara (privepersoon) atas penyalahgunaan wewenang (abuse of power)

dan sewenang-wenang (unreasonableness).** Penilaian kerugian keuangan

33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, LN. No. 05, TLN. No. 4355, Ps. 1
ayat (22).

34 Kartono Suhendar. 2020. Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum
Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum
dan Keadilan, Vol. 11, No. 2, hlm. 238.
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negara dipertimbangkan dan diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)) berdasarkan wewenang yang telah diatur undang-undang. Kerugian
keuangan negara tidak dapat diperkirakan berdasarkan kehendak BPK
tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat
itu. Oleh karena itu, Hukum terhadap kerugian keuangan negara, Hukum
Administrasi Negara berlandasakan pada pemulihan kerugian tersebut

dengan pengenaan sanksi-sanksi administratif. *

4. Teori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat,
pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan sarana-
prasarana publik melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Seluruh
atau sebagian rangkaian kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah
menggunakan anggaran negara karena peruntukannya untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pembangunan nasional.

Beragamnya kepentingan yang muncul dalam proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk terganggunya
fungsi birokrasi yang menyebabkan meruginya keuangan negara sebagai
hasil dari persekongkolan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah, persekongkolan dapat terjadi antar pemerintah dan badan
usaha (vertikal) dan/atau antar badan usaha (horizontal). Persekongkolan

tender (bid-rigging) menjadi salah satu perbuatan melawan hukum yang

33 [bid., hlm. 240.
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dianggap merugikan negara karena didalamnya cenderung menguntungkan
pihak yang terlibat dalam persekongkolan.

Dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
bersih dan bebas dari berbagai kepentingan individu atau golongan,
pemerintah menggaungkan metode e-procurement sebagai bentuk inovasi
dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan
barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)
memusatkan seluruh proses lelang mulai dari pemasukan dokumen
penawaran, evaluasi, sampai dengan pengumuman pemenang dalam satu

aplikasi berbasis internet.

. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Normatif menjadi jenis penelitian hukum yang digunakan penulis
dalam karya tulis ini. Jenis penelitian normatif berarti dalam karya tulis
menggunakan bahan undang-undang yang berkaitan dengan rumusan
masalah. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktriner atau
penelitian perpustakaan karena dalam penelitian ini membahas doktrin-
doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.’® Penelitian ini sangat erat
kaitannya dengan pendekatan terhadap studi kepustakaan yang akan

membutuhkan data-data yang bersifat sekunder, seperti buku, peraturan

36 Zainuddin Ali. 2022. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 94.
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perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, teori-teori

hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan penulis sebagai dasar dalam
menyusun argumentasi dalam penelitian ini. Adapun beberapa pendekatan
yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis akan
mengkaitkan fakta hukum atau masalah yang diteliti dengan aturan
hukum tertulis sebagai sumber informasi utama penelitian. Tujuannya
ialah untuk mengidentifikasi dasar-dasar hak dan kewajiban, uraian
peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Melalui
pendekatan ini, penulis akan menganalisis apakah sudah ada
kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar, antar
undang-undang dengan undang-undang lainnya, maupun antar undang-
undang dengan peraturan dibawahnya.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang
berkembang dalam bidang hukum. Melalui pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin tersebut, penulis menemukan ide pembaharuan yang
mencetuskan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum baru, dan
asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Penulis

berpegang pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
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untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab

permasalahan hukum yang dikaji..

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang
berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari laporan-laporan legal atau dokumen yang berkaitan dengan
rumusan masalah yang dikaji. Adapun bentuk dari data sekunder ialah
berupa skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan yang berhubungan dengan
penelitian kali ini. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri
sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang memiliki kuasa atau bersifat dictatorial
disebut sebagai bahan primer. Peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen legal atau naskah ringkasan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, dan putusan hakim termasuk ke dalam bagian

daripada bahan hukum primer.’’

Dalam penelitian kali ini, penulis
menggunakan beberapa bahan hukum utama yaitu :
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

37 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 31.
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5)

6)

7)

8)

9)
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

10) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

11) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007

b)

c)

tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian negara.
Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang mempertegas makna dari bahan
hukum primer disebut sebagai bahan sekunder. Naskah akademik
undang-undang, hasil penelitian, doktrin dari ahli hukum, artikel
ilmiah, literatur yang berkaitan dengan penulisan ini termasuk
kedalam bagian daripada bahan hukum subordinator.

Bahan Hukum Tersier
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Bahan penelitian yang mempertegas maksud dari bahan
penelitian utama dan bahan penelitian subordinat disebut sebagai
bahan hukum tersier. Kitab ilmu hukum, Kitab Bahasa Indonesia,
glosarium, dan media internet termasuk ke dalam bagian dari
Bahan Hukum Tersier.®® Pengkajian naskah atau kajian
kepustakaan, riset, dan interviu ialah metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam suatu penelitian, bahan hukum diperoleh melalui sebuah
Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan isu yang dikaji. Dalam
penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan metode kajian
dokumen atau kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan hukum tertulis
maupun tidak tertulis dengan menggunakan content analisis.>® Melalui
Teknik ini penulis akan memperoleh landasan teori dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan, literatur hukum, berkas-berkas, publikasi,
dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kerugian
keuangan negara sebagai akibat dari praktik persekongkolan di bidang

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di analisis menggunakan

metode analisis kualitatif, yaitu memecahkan suatu isu hukum dengan

3% Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Cet.11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Him 12-14.
39 Soejono Soekanto, 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul Press. Hlm. 201.
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memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.** Melalui metode
ini, bahan penelitian yang telah diperoleh sebelumnya akan diuraikan dan
dipaparkan secara konkrit melalui kalimat efektif yang teratur, runtun, dan
tidak tumpang tindih sehingga dapat mudah ditafsirkan dan dipahami.
Hasil analisis yang telah dianalisis secara bagian-bagian substantifnya
akan diinterpretasikan dalam suatu kesimpulan dan saran yang tepat seusai

dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam
penelitian ini ialah dengan merumuskan berbagai hal yang telah diteliti
melalui unsur-unsur yang umum ke unsur yang lebih kecil dan sederhana.
Adapun sistem penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah
menggunakan metode induktif. Metode ini memanfaatkan sejumlah
kejadian konkrit dan kemudian memetik kesimpulan berupa gagasan
umum. Mulanya metode ini dikemukakan berbagai pertanyaan-pertanyaan
yang cakupannya terbatas dan diakhiri dengan pertanyaan yang

cakupannya umum.

7. Sistematika Penulisan
Secara sistematis, penulis menguraikan seluruh pokok pembahasan

materi ke dalam 4 (empat) bab, antara lain :

126.

40 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Qiara Media. Him
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BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan
Metode Penelitian.

BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan tinjauan pustaka tentang
hukum pembangunan, pengertian-pengertian keuangan negara, kerugian
keuangan negara, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan penulis akan menguraikan jawaban atas masalah
yang dirumuskan sebelumnya, yaitu bagaimana bentuk-bentuk modus
penyimpangan persekongkolan tender dalam penyediaan jasa konstruksi
melalui metode e-procurement dan bagaimana solusi pemulihan kerugian
keuangan negara dari modus penyimpangan persekongkolan tender dalam
penyediaan jasa konstruksi melalui metode e-procurement.

BAB 1V : PENUTUP

Pada bab penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran
rekomendasi terhadap semua permasalahan yang sudah diuraikan dalam

penulisan proposal penelitian ini.
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